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WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA

TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah, perlu penyesuaian tugas dan fungsi pada Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 48
Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah; '

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur dan Kota Bontang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor



Menetapkan

175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3962);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 2)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun
2018 Nomor 5);

. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 48 Tahun 2018

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2018
Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun
2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 49) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) huruf i dihapus sehingga Pasal 19
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19
(1) Sub Bidang Analisa Kebijakan Keuangan dan Administrasi
Anggaran mempunyai tugas melaksanakan urusan analisa
kebijakan keuangan dan administrasi anggaran sesuai progam

kerja bidang anggaran dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sub Bidang Analisa Kebijakan Keuangan dan Administrasi
Anggaran melaksanakan fungsi:

a. perencanaan Kkegiatan Sub Bidang Analisa Kebijakan
Keuangan dan Administrasi Anggaran;

b. pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;

c. pelaksanaan urusan Analisa Kebijakan Keuangan dan

Administrasi Anggaran;

d. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub
Bidang Analisa Kebijakan Keuangan dan Administrasi
Anggaran; dan

e. pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi
Sub Bidang Analisa Kebijakan Keuangan dan Administrasi
Anggaran.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Sub Bidang Analisa Kebijakan Keuangan dan

Administrasi Anggaran memiliki uraian tugas:



merencanakan kegiatan Sub Bidang Analisa Kebijakan
Keuangan dan Administrasi Anggaran sesuai dengan
program Kkerja Bidang Anggaran sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

membagi tugas kepada bawahan di Sub Bidang Analisa
Kebijakan Keuangan dan Administrasi Anggaran sesuai
dengan tugas pokok dan tanggung jawab untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Sub Bidang
Analisa Kebijakan Keuangan dan Administrasi Anggaran
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan
agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

mengawasi dan memeriksa hasil kerja bawahan di Sub
Bidang Analisa Kebijakan Keuangan dan Administrasi
Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan agar terhindar dari kesalahan;

membina dan memberikan teguran kepada bawahan di
Sub Bidang Analisa Kebijakan Keuangan dan Administrasi
Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk penegakan disiplin pegawai;

melaksanakan pengkajian atau penelaahan kebijakan
teknis bidang keuangan dan administrasi anggaran
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

teknis pengelolaan keuangan daerah;

menyusun regulasi atau instrumen hukum pengelolaan
keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan  dalam  rangka  mendukung

pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah;

. melaksanakan pendokumentasian dan pendistribusian

dokumen terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sesuai standar operasional prosedur dalam

rangka tertib administrasf anggaran;

Dihapus,



mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Analisa
Kebijakan Keuangan dan Administrasi Anggaran
berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai bahan

laporan dan rencana kerja yang akan datang;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang
Analisa Kebijakan Keuangan dan Administrasi Anggaran
berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan
akuntabilitas kinerja; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
perintah pimpinan baik lisan maupun tertulis dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Di antara huruf k dan huruf 1 ayat (3) Pasal 20, disisipkan 1
(satu) huruf, yakni huruf k1 sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 20

(1) Sub Bidang Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan

urusan pengelolaan kas daerah berdasarkan kebijakan dan

sasaran program sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana

kerja yang akan datang.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sub Bidang Kas Daerah melaksanakan fungsi:

a.

b.

perencanaan kegiatan Sub Bidang Kas Daerah;
pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
pelaksanaan urusan kas daerah;

pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub

Bidang Kas Daerah; dan

pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi
Sub Bidang Kas Daerah.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Kepala Sub Bidang Kas Daerah memiliki uraian tugas:



kl.

merencanakan kegiatan Sub Bidang Kas Daerah sesuai
dengan program kerja Bidang Anggaran sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

membagi tugas kepada bawahan di Sub Bidang Kas
Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Sub Bidang
Kas Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

mengawasi dan memeriksa hasil kerja bawahan di Sub
Bidang Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan;

membina dan memberikan teguran kepada bawahan di
Sub Bidang Kas Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk penegakan disiplin

pegawai;
menyusun anggaran kas;

menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk
pengendalian pelaksanaan anggaran kas;

memeriksa, menganalisis dan mengevaluasi

pertanggungjawaban pendapatan/penerimaan kas;

melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan kas dengan

instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;

melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan
uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka

penerimaan daerah;
melaksanakan pengelolaan utang dan piutang daerah;

melaksanakan pengelolaan dana perimbangan dan dana
transfer berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dalam rangka penyusunan realisasi penerimaan

pendapatan daerah;



1. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Sub Bidang Kas Daerah berdasarkan target dan realisasi
kegiatan sebagai bahan laporan dan rencana kerja yang
akan datang;

m. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kas
Daerah berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka
penguatan akuntabilitas kinerja; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
perintah pimpinan baik lisan maupun tertulis dalam

rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Ketentuan ayat (3) huruf i dan huruf r Pasal 26 diubah dan
diantara huruf f dan huruf g ayat (3) Pasal 26, disisipkan 1 (satu)
huruf, yakni huruf f1 Pasal 26 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26
(1) Sub Bidang Penatausahaan dan Inventarisasi Barang Milik
Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan
penatausahaan dan inventarisasi barang milik daerah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar
proses penatausahaan barang milik daerah dapat
terinventarisasi dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib

administrasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sub Bidang Penatausahaan dan Inventarisasi Barang Milik
" Daerah melaksanakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Penatausahaan dan

Inventarisasi Barang Milik Daerah;

b. pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;

c. pelaksanaan urusan penatausahaan dan inventarisasi

barang milik daerah;

d. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub
Bidang Penatausahaan dan Inventarisasi Barang Milik
Daerah; dan



€.

pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi
Sub Bidang Penatausahaan dan Inventarisasi Barang Milik
Daerah.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Inventarisasi
Barang Milik Daerah memiliki uraian tugas:

a.

f1.

merencanakan kegiatan Sub Bidang Penatausahaan dan
Inventarisasi Barang Milik Daerah sesuai dengan program
kerja Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

membagi tugas kepada bawahan di Sub Bidang
Penatausahaan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Sub Bidang
Penatausahaan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan
agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

mengawasi dan memeriksa hasil kerja bawahan di Sub
Bidang Penatausahaan dan Inventarisasi Barang Milik
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan agar terhindar dari kesalahan;

membina dan memberikan teguran kepada bawahan di
Sub Bidang Penatausahaan dan Inventarisasi Barang Milik
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk penegakan disiplin pegawai;

menyusun dan merumuskan pedoman/kebijakan teknis
pelaksanaan perencanaan kebutuhan, penatausahaan dan
inventarisasi barang milik daerah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk menyimpulkan dan
menyusun rekomendasi di bidang pengelolaan barang

milik daerah;

melaksanakan penyusunan Standar Harga Satuan jenis
dan tipe barang sebagai pedoman dalam menyusun

rencana kegiatan pemerintah Daerah;



mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data
dalam rangka penatausahaan dan inventarisasi bé.rang
milik daerah sesuai dengan prosedur dan Kketentuan
perundang-undangan sebagai bahan untuk melaksanakan

kegiatan selanjutnya;

. mengoordinasikan pengendalian dan pemeliharaan sistem
informasi barang milik daerah berdasarkan kerangka
acuan kerja untuk menunjang kegiatan penatausahaan

dan inventarisasi aset;

mengoordinasikan pengendalian dan pemeliharaan sistem
informasi persediaan barang milik daerah berdasarkan
kerangka acuan  kerja untuk menunjang kegiatan
penatausahaan dan inventarisasi aset;

melaksanakan pemutakhiran data sistem informasi barang
milik daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan petunjuk teknis terkait barang milik daerah
agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam proses

penatausahaan;

menginventarisasi data kendaraan dinas di lingkungan
Pemerintah Kota Bontang berdasarkan buku inventaris
agar tertib didalam pencatatan administrasi pemakaian

kendaraan dinas;

melaksanakan kegiatan kodefikasi barang milik daerah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

untuk memberikan keseragaman penatausahaan barang
milik daerah;

. menyiapkan bahan dan melaksanakan sensus barang
milik daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dalam rangka tertib administrasi pencatatan

barang milik daerah yang menggambarkan kondisi dan
nilai dari barang milik daerah;



. melakukan analisis rencana kebutuhan,

pemeliharaan/perawatan barang milik daerah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan
penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan barang
milik daerah;

melaksanakan rekonsiliasi barang milik daerah sesuai
dengan jadwal yang ditentukan agar terjadinya
sinkronisasi pencatatan data barang milik daerah antara
bidang aset dengan perangkat daerah terkait serta
menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan
dan akurat;

melaksanakan rekonsiliasi persediaan barang milik daerah
sesuai dengan jadwal yang ditentukan untuk sinkronisasi
pencatatan data persediaan antara Bidang Pengelolaan
Barang Milik Daerah dengan perangkat daerah terkait
serta menghasilkan data yang dapat
dipertanggungjawabkan dan akurat;

melaksanakan  analisis  pelaksanaan  perencanaan
kebutuhan, penatausahaan dan inventarisasi barang milik
daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas dan

fungsi;

melaksanakan pengolahan dan analisis data barang milik
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagai bahan penyelenggaraan penatausahaan

dan pelaporan barang milik daerah;

melaksanakan penatausahaan barang milik daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
mendapatkan data barang dan pembuatan buku inventaris
yang benar, dapat dipertanggungjawabkan dan akurat;

melaksanakan penyusunan laporan barang milik daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
agar proses penatausahaan barang milik daerah dapat
berjalan tertib dan maksimal;
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aa.

melaksanakan rekapitulasi laporan barang milik daerah
dari perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan agar proses penatausahaan barang
milik daerah dapat berjalan tertib dan maksimal;

melaksanakan  fasilitasi, pembinaan teknis dan
pengendalian terhadap penatausahaan barang milik
daerah yang diselenggarakan oleh perangkat daerah,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
agar proses penatausahaan barang milik daerah dapat
berjalan tertib dan maksimal;

melaksanakan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan
pelaporan program/kegiatan pelaksanaan perencanaan
kebutuhan, penatausahaan dan inventarisasi barang milik
daerah berdasarkan dokumen kinerja untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan;

menyiapkan data-data barang milik daerah sebagai bahan
penyusunan neraca Pemerintah Daerah berdasarkan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  untuk
menggambarkan kondisi dan kekayaan daerah secara riil

dan akurat;

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang
Penatausahaan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah

‘berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai bahan

laporan dan rencana kerja yang akan datang;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang
Penatausahaan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah
berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan
akuntabilitas kinerja; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
perintah pimpinan baik lisan maupun tertulis dalam

rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
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Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
datanggal 23 Juli 2021

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 23 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

— e

‘-'/

S| AJPERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021 NOMOR 14
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